Menimbang a.

MUSI RAWAE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang telah
mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah tentang Annggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Guburnur Nomor : 648./KPTS/BPKAD/2014
Tentang Hasi Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi

Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksut dalam huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2015 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angaran 2015; /

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, /

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); .-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): .~

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); ,

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); /

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589)

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090); P

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambafwan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004  tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); -

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahunn 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Tahun. 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855); ~

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006'‘tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015; ~

Peraturan Bupati Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Nomor 18
tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015: )

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan .
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

’ Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.351.788.591.908,00 ~
2. Belanja Daerah Rp. 1.382.869.823.143,00 .

Surplus/(Defisit) (31.081.231.235,00) -
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3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Daerah Rp. 71.246.575.235,00
b. Pengeluaran Rp. 40.165.344.000,00

Pembiayaan Netto 31.081.231.235,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 100.030.860.821,00 ~
b. Dana perimbangan Rp. 1.087.675.598.033,00 -
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 164.082.133.054,00 .

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 39.030.601.765,00 -
. b. Retribusi daerah sejumiah Rp. 3.304.359.562,00 .
| ¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ~
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 52.695.899.494 00 ~

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 458.158.489.033,00 -
b. Dana alokasi umum Rp. 578.786.009.000,00 -
c. Dana alokasi khusus Rp.  50.731.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp. 1.914.610.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Rp. 28.888.779.560,00
lainnya

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 100.531.673.000,00
Khusus

d. Bantuan Keuangan Provinsi atau Rp. 7.000.000.000,00

Pemerintah Daerah lainnya
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e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Rp. 25.747.070.494,00 ,
Pusat

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 600.663.438.291,00
b. Belanja Langsung Rp. 782.206.384.852,00 .

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
- belanja:

a. Belanja pegawai Rp. 514.327.767.797,00 ,

b. Belanja hibah sejumlah Rp. 24.075.000.000,00

c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.860.000.000,00

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Rp. 500.000.000,00
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

e. Belanja bagi hasil kepéda Provinsi/ Rp. 58.900.670.494,00
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.  1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 59.022.977.280,00 .

~b. Belanja barang dan jasa Rp. 276.722.705.868,00

c. Belanja modal sejumlah Rp. 446.460.701.704,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pembiayaan Penerimaan Rp. 71.246.575.235,00
Daerah sejumlah

b. Pembiayaan Pengeluaran Rp. 40.165.344.000,00
Daerah sejumiah

(2) Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 38.503.560.588,00
sebelumnya (SiLPA)
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b. Penerimaan Piutang Daerah

Rp. 32.743.014.647,00

(3) Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 40.165.344.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran |

Ringkasan APBD;

2. Lampiran I Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran lll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

8.Lampiran VIii Daffar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9.Lampiran IX Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10.Lampiran X Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

11 .Lampiran XI
12 .Lampiran XlI
13. lampiran XII|

Daftar Dana Cadangan,;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:
Daftar Pinjaman Daerah

b3

Halaman



